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. a.

o 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, perlu
dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya
Nomor 71 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tasikmalaya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2019 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2016-2021;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 20615 - 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka



13.

14.

15.

16.
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

295.

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2020;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun
2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2009-2029;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun
2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian
Selatan Tahun 2010-2029;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 32 Tahun
2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah  (RPJPDj Kabupaten  Tasikmalaya
Tahun  2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15
Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana
Daerah  Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 15);

Peraturan Daerahh Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10
Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan



Menetapkan

26.

27.

28.

29,

Daerah  Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Daerah  Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun  2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daeran  Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran  Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah,

MEMUTUSAKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 - 2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2019
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019
Nomor 71) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 Jaauari 2020

BUPATI MALAYA,

SUGIANTO
Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 19



